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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengetahui  bagaimanakah  bentuk-bentuk
tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi
pidana apabila dilakukan oleh badan usaha dan
bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh badan usaha menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya yang dengan metode
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh
badan usaha diantaranya tanpa izin
mengalihkan kepemilikan cagar budaya kepada
pihak lain dan dengan sengaja tidak
melaporkan temuan cagar budaya serta yang
tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah
melakukan pencarian cagar budaya dan dengan
sengaja merusak cagar budaya serta mencuri
cagar budaya. 2. Sanksi terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh badan usaha menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya dapat dikenakan
terhadap badan usaha berbadan hukum
dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum
dan dikenakan kepadabadan usaha; dan/atau
orang yang memberi perintah untuk melakukan
tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan
oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau
badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana
dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana
denda Tindak pidana yang dilakukan orang yang
memberi perintah untuk melakukan tindak
pidana, dipidana dengan ditambah 1/3
(sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya. Hal ini menujukkan
peraturan perundang-undangan telah
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memberikan kepastian hukum mengenai
penegakan sanksi pidana.
Kata kunci: cagar budaya; badan usaha;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang
akan datang menyesuaikan dengan paradigma
baru yang berorientasi pada pengelolaan
kawasan, peran serta masyarakat,
desentralisasi pemerintahan, perkembangan,
serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat. Paradigma baru  tersebut
mendorong dilakukannya penyusunan Undang-
Undang vyang tidak sekadar mengatur
pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga
berbagai aspek lain secara keseluruhan
berhubungan dengan tinggalan budaya masa
lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan
kawasan, serta lanskap budaya yang pada
regulasi sebelumnya tidak secara jelas
dimunculkan.Di samping itu, nama Cagar
Budaya juga mengandung pengertian mendasar
sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa
lalu yang merupakan penyesuaian terhadap
pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi.’

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana
yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila
dilakukan oleh badan usaha ?

2. Bagaimanakah sanksi terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh badan usaha
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya ?

C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum normatif yang
digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dapat
Dikenakan Sanksi Pidana Apabila Dilakukan
Oleh Badan Usaha
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya. Pasal 1 angka 35. Setiap
orang adalah perseorangan, kelompok orang,
masyarakat, badan usaha berbadan hukum,
dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya.
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Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang teroganisasi baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.®
Badan hukum ialah suatu badan yang ada
karena hukum dan memang diperlukan
keberadaannya sehingga disebut legal entity,
oleh karena itu disebut artificial person atau
manusia buatan atau person in law atau legal
person/rechtpersoon.’

Subjek hukum ialah setiap makhluk yang
berwenang untuk memiliki, memperoleh dan
menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu
lintas hukum. Penjelasannya, subjek hukum
mempunyai kedudukan dan peranan yang
sangat penting di dalam bidang hukum,
khususnya hukum keperdataan karena subjek
hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai
wewenang hukum. Dalam literatur hukum,
terdapat dua macam subjek hukum, vyaitu
manusia dan badan hukum.®

Badan hukum, korporasi’ rechtspersoon;
legal person ialah badan atau usaha yang
mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri
terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya
menjadi subjek hukum perdata, sekarang
menjadi subjek hukum pidana juga.’

Badan hukum ialah badan  atau
perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum
diakui  sebagai subjek hukum seperti;
perseoran, yayasan, lembaga dan sebagainya.™

Badan usaha ialah perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis usaha
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia."*

Tindak pidana vyaitu; delik, delict; delikt;
offence: perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang.*’Larang;
melarang; memerintahkan supaya tidak
melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan

6Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A.,Op.Cit.him. 169.

7Ibid, him. 30.

®1bid, him. 299.

° Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor)
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. him. 17.
10 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit. him. 41.

H Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A.,Op.Cit, him. 31.

2Andi Hamzah, Op.Cit, him.164.

berbuat  sesuatu. *Kata delik berasal dari
bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa
Jerman disebut delict, dalam bahasa Perancis
disebut delit dan dalam bahasa Belanda disebut
delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
arti delik diberi batasan sebagai berikut:
“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman
karena merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang tindak pidana”.** Pelanggaran
yaitu: tindak pidana yang termasuk ringan,
lebih ringan dari kejahatan.”

Sebagaimana telah  diketahui bahwa
seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila
perbuatannya itu mencocoki semua unsur
tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-
pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi
tuntutan normatif vyang harus dipenuhi
bilamana seseorang dapat dipersalahkan
karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu
perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki
semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu
unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak
dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah
tindak pidana yang dituduhkan kepada si
pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal
demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif
tersebut dalam perkembangannya mengalami
pergeseran di mana seseorang dapat
dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana
yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di
dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang
umumnya bersifat tidak tertulis.'®

Delik, delict, delikt, strafbaar feit, offence,
criminal act: “istilah yang umum dipakai dalam
perundang-undangan Indonesia ialah “tindak
pidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak
tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat
atau bertindak vyang disebut pengaikan
(Belanda:  nalaten;  Inggris:  negligence)
perbuatan yang diharuskan.’” Oleh karena itu
orang Belanda memakai istilah strafbaarfeit
yang jika diterjemahkan harfiah berarti
peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah

13 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, him. 242.

%1 eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,
Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, him. 7.
15C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum,
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara,
Jakarta, 2010. him. 359.

16 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-I.
Mandar Maju, Bandung, 2012. him. 166.

Y Andi Hamzah, Op.Cit.him. 47.
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feit maksudnya meliputi perbuatan dan

pengabaian.'®
Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat

dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh
badan usaha sebagaimana diuraikan dalam
penulisan ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

1. Pasal 101. Setiap orang yang tanpa izin
mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 102. Setiap orang yang dengan
sengaja  tidak  melaporkan  temuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

3. Pasal 103 Setiap orang yang tanpa izin
Pemerintah atau Pemerintah Daerah
melakukan pencarian Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 104. Setiap orang yang dengan
sengaja mencegah, menghalang-halangi,
atau menggagalkan upaya Pelestarian
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Pasal 105. Setiap orang yang dengan
sengaja merusak Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

1pid, him. 48.
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rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106 ayat (1) Setiap orang yang
mencuri Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta  rupiah) dan  paling  banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang
menadah hasil pencurian Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Pasal 107. Setiap orang yang tanpa izin
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota,
memindahkan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Pasal 108. Setiap orang yang tanpa izin
Menteri, gubernur atau bupati/wali kota,
memisahkan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).

Pasal 109 ayat (1) Setiap orang yang tanpa
izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang
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tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali
kota, membawa Cagar Budaya ke luar
wilayah provinsi atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

10. Pasal 110. Setiap orang yang tanpa izin
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya
dan/atau Kawasan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Pasal 111. Setiap orang yang tanpa izin
pemilik dan/atau yang menguasainya,
mendokumentasikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

12. Pasal 112. Setiap orang yang dengan
sengaja memanfaatkan Cagar Budaya
dengan cara perbanyakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Badan Usaha Menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa “negara memajukan

kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya”
sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati
oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu,
kebudayaan Indonesia yang mencerminkan
nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna
memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi
harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat

ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi

terwujudnya cita-cita bangsa pada masa

depan.®

Sanksi terhadap tindak pidana vyang
dilakukan oleh badan usaha menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya, berupa pidana penjara dan pidana
denda sesuai dengan perbuatan yang terbukti
secara sah menurut hukum dilakukan oleh
badan usaha.

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana.’® Pidana: “penderitaan yang
sengaja dibebankan kepada orang vyang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”.”

Sanksi pidana, strafsanctie, yaitu akibat
hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana
yang berupa pidana dan/atau tindakan. *
Pidana (Straf): hukuman vyang dijatuhkan
terhadap orang vyang terbukti bersalah
melakukan delik berdasarkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap.”

Beberapa sarjana hukum mengemukakan
tentang tujuan hukum pidana, ialah:

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie),
maupun secara menakut-nakuti orang
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan,
agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (special prventie);

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat;

¢. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana
demi pengayoman negara, masyarakat dan
penduduk, yakni:

1) Untuk membimbing agar terpidana
insaf dan menjadi anggota masyarakat
yang berbudi baik dan berguna;

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang
diakibatkan oleh tindak pidana.**

1 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya.

O Andi Hamzah, Op.Cit. him. 138.

*!bid, him. 392.

% Ibid, him. 138.

% Ibid, him. 119.

*siswantoro Sunarso, Op.Cit, him. 73.
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Norma hukum itu harus mendapat
pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan
dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus
diketahui dan secara rasional dipahami oleh
masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat
terlaksana dalam komunikasi dengan orang
lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut
ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang
disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
Dengan menaati hukum, kebebasan dan
kepentingan masyarakat dakan terjamin
sehingga martabatnya sebagai manusia pun
tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup
damai dan tenteram. Dengan norma hukum,
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama
termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika
seseorang melanggar norma hukum, ia
ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan
dijatuhi hukuman.”

Norma hukum tidak bertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat dan martabat
manusia. Norma hukum justru memungkinkan
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan,
seperti kerukunan atau kebersamaan,
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih
sayang. Dengan demikian hukum vyang baik
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum
yang baik adalah hukum yang benar dan adil
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk
dijalankan.”®

Hukum yang baik mengondisikan
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum
sesuai dengan martabat manusia. Dengan
mematuhi hukum vyang baik, kebebasan
seseorang tidak hilang dan karenanya
martabatnya sebagai manusia pun tidak
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran
martabatnya karena ia menyadari dan
memahami apa vyang ditaatinya. Dalam
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk
menaati  hukum demi pengaktualisasian
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi
sosial dengan orang lain.”’

2> Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka
Setia, Bandung, 2011, him. 199.

*®Ibid, hlm. 199.

7 Ibid, hlm. 199.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya.Pasal 113 ayat:

(1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan
usaha berbadan hukum dan/atau badan
usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan
kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk
melakukan tindak pidana.

(2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan
usaha berbadan hukum dan/atau badan
usaha bukan berbadan hukum, dipidana
dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari
pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

(3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang
memberi perintah untuk melakukan tindak
pidana, dipidana dengan ditambah 1/3
(sepertiga) dari pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan
Pasal 112.

Pasal 115 ayat:

(1) Selain pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap
orang vyang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan
pidana tambahan berupa:

a. kewajiban  mengembalikan  bahan,
bentuk, tata letak, dan/atau teknik
pengerjaan sesuai dengan aslinya atas
tanggungan sendiri; dan/atau

b. perampasan keuntungan yang diperoleh
dari tindak pidana.

(2) Selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terhadap badan
usaha berbadan hukum dan/atau badan
usaha bukan berbadan hukum dikenai
tindakan pidana tambahan  berupa
pencabutan izin usaha.

Kejahatan korporasi merupakan ancaman
yang siginifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat  meningkat  kehadiran  dari
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan
mereka pada kelompok yang lebih luas yang
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh
korporasi besar.?®

BMuhammad Yamin, Op.Cit, him. 89-90.
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Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan
akan pertanggungjawaban korporasi (corporate
liability) di bidang hukum pidana. Kejahatan
korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum
Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro,
ada dua hal yang harus diperhatikan dalam
menentukan tindak pidana korporasi, yaitu
sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang
harus dikonstruksikan sebagai perbuatan
korporasi dan kedua tentang kesalahan pada
korporasi. Menurutnya hal yang pertama
untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus
adalah juga perbuatan korporasi sehingga
digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas
tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai
suatu korporasi, diidentifikasikan
(dipersamakan) dengan perbuatan korporasi
untuk sendiri;

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana
gambaran tentang pelaku tindak pidana
sering dikaitkan dengan perbuatan yang
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan
ajaran “pelaku fungsional” (functionele
dader). Setelah kita dapat membuktikan
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa)
mereka harus dianggap sebagai kesalahan
korporasi.”

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak
mengatur korporasi sebagai subjek hukum.
Prinsip pertanggungjawaban korporasi
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring
dengan kesadaran yang semakin sering
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan
oleh atau atas nama korporasi, muncul
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks
sebagai subjek hukum yang mengatur
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering
merugikan dan mengancam sendi-sendi
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap
harus dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya secara pidana.*

21pid, him. 90.
*1bid.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa vyang
melanggar larangan tersebut.®’ Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu.*”

Perbuatan pidana semata menunjuk pada
perbuatan baik secara aktif maupun secara
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada
pertanggungjawaban pidana.’®

Delik kejahatan dan delik pelanggaran
dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini,
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran,
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang
terdapat dalam Buku Il (Kedua) sebagai delik
kejahatan dan dan Buku Il (Ketiga) sebagai
delik pelanggaran.®

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan
delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai
berikut:

a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan
yang sudah dipandang seharusnya dipidana
karena bertentangan dengan keadilan,
meskipun perbuatan itu belum diatur dalam
undang-undang. Delik kejahatan ini sering
disebut mala per se atau delik hukum,
artinya perbuatan itu sudah dianggap
sebagai  kejahatan  meskipun  belum
dirumuskan dalam undang-undang karena
merupakan perbuatan tercela dan

31Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 59.
32,, -

Ibid.
B Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. him. 97.
** Roni Wiyanto, Op.Cit. him. 169.
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merugikan masyarakat atau bertentangan

dengan keadilan.

b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan itu barulah diketahui sebagai
delik setelah dirumuskan dalam undang-
undang. Delik pelanggaran ini sering disebut
sebagai mala quia prohibia atau delik
undang-undang. Artinya perbuatan itu baru
dianggap sebagai delik setelah dirumuskan
dalam undang-undang.*®
Hukuman atau sanksi yang dianut hukum

pidana membedakan hukum pidana dengan

bagian hukum vyang lain. Hukuman dalam
hukum pidana ditujukan untuk memelihara
keamanan dan pergaulan hidup yang benar.*

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem
peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan;

2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi
sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan
telah ditegakkan dan yang bersalah di
pidana;

3. mengusahakan agar mereka yang pernah
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi
kejahatannya.’’

Bila mengacu kepada tujuan sistem
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai
usaha mencegah dan menanggulangi
kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan
direhabilitasi serta dilindunginya korban dan
masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja
sama di dalam sistem peradilan pidana adalah:
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang
sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya
pidana penjara adalah kepolisian sebagai
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim.
Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan
penegak hukum dalam arti bahwa ketiga
instansi ini yang menentukan seseorang itu
dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya
hakim.*®

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat
untuk menanggulangi kejahatan.

*Ibid.
*Leden Marpaung, Op.Cit, him. 105.
¥ petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan
3I\éarapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, him. 56.

Ibid.

Lex Crimen Vol. 1X/No. 3/Jul-Sep/2020

Menanggulangi di sini berarti usaha untuk
mengendalikan kejahatan agar berada dalam
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari
laporan maupun keluhan masyarakat yang
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang
pengadilan dan diputus bersalah serta
mendapat pidana.*

Korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.*

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya
menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip
ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban
untuk mematuhi peraturan hukum di bidang
ekonomi yang digunakan pemerintah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial.**

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya
pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah
kepada era globalisasi telah memberikan
peluang akan tumbuhnya  perusahaan-
perusahaan transnasional untuk memainkan
peranannya. Peran korporasi tersebut sering
dirasakan bahkan banyak mempengaruhi
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak
yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif
dan negatif, namun dampak yang bersifat
negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan
saat ini.”?

Korporasi banyak memberikan kontribusi
bagi perkembangan suatu negara, terutama di
bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak
jarang menciptakan dampak negatif dari
aktivitas seperti pencemaran lingkungan,
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh
dan penipuan.Oleh karenanya dampak tersebut
yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur

*Ibid, him. 55-56.

4% Muhammad Yamin, Op.Cit, him. 89.

L Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta,
2009, him.59.

“Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit.him.
2.
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dan pengayom masyarakat harus memberikan
perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas
korporasi tersebut.*®

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan
kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi
dalam konteks hubungan di antara dewan
direktur, eksekutif dan manager di satu pihak
dan di antara pihak. Anatomi kejahatan
korporasi sangat kompleks yang bermuara pada
motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis
tersebut tersebar pada spektrum yang sangat
luas. Kejahatan korporasi pada umumnya
diperankan oleh orang-orang yang berstatus
sosial tinggi dengan memanfaatkan
kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan
cara kolektif dengan modus operandi yang
halus yang sukar dibandingkan dengan
kejahatan vyang dilakukan dengan secara
individu.**

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk
organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi
berkembang menjadi institusi tidak saja dalam
dunia bisnis yang mencari keuntungan,
melainkan juga sebagai bentuk organisasi
publik dan swasta yang tujuannya semata-mata
tidak hanya untuk mencapai keuntungan.
Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang
canggih dalam kerjasama dan pengumpulan
modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi
masyarakat primitif yang hanya dilakukan
secara individual atau paling jauh antar
kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan
mengikutsertakan  pihak  ketiga  bahkan
melampaui batas-batas negara.”

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum
formal menyatakan bahwa apabila suatu
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana,
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara
tegas dalam undang-undang. Ajaran vyang
materil mengatakan bahwa di samping
memenuhi  syarat-syarat  formal, vyaitu
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan

1bid, him. 17-18.
*1bid, him. 23.
1bid, him. 21.

pembenar di luar undang-undang. Dengan
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada
pada hukum yang tidak tertulis.*

Sifat melawan hukum perbuatan dapat
dibedakan antara melawan hukum formil
dengan melawan hukum materiil. Suatu
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum,
apabila persesuaian atau mencocoki dengan
rumusan delik dan sesuatu pengecualian,
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa,
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan
bertentangan dengan undang-undang oleh
karena itu cara pandang ini disebut cara
pandang sifat melawan hukum formil.*’

Sebaliknya tidak selamanya perbuatan
melawan hukum itu selalu bertentangan
dengan peraturan undang-undang dan suatu
perbuatan  yang  bertentangan  dengan
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan undang-undang
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang
tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat
diartikan baik bertentangan dengan undang
maupun hukum di luar undang-undang dan
cara pandang demikian disebut cara pandang
sifat melawan hukum yang materiil.*®

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal
relations) adalah suatu hubungan vyang
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih,
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum
seperti ini mempunyai tiga unsur yang
terpenting:49
a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum)

yang mempunyai hak dan kewajiban yang

saling berhadapan;

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan
kewajiban itu;

c. Hubungan antara pemilik hak dan
pengembann kewajiban atau hubungan
terhadap objek yang bersangkutan.

*8 Junivers Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, him.
12-13

*’H. siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang
Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2012, him. 207.

*®Ibid, him. 207-208.

“95aid Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar llmu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011, him. 141.
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Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui
bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau
hak (bevoegheid) dan kewajiban
(plicht).>®Hukum objektif ialah apa yang lazim
disebut “hukum” dalam percakapan sehari-hari.
Kata “hukum” dalam arti ini menunjukkan
seluruh hukum (corpus juris) yang berlaku
dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang
sering digunakan sebagai sinonim dengan
istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau
hukum positif, sedangkan yang dimaksud
hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh
hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum
objektif adalah hukum yang berlaku umum
dengan tidak mengingat pada seseorang
tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah
hukum yang dihubungkan dengan seseorang
yang tertentu.”

Antara kedua pengertian hukum tersebut di
atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh
karena hukum objektif adalah peraturan
hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah
peraturan yang dihubungkan dengan seseorang
tertentu dan dengan demikian menjadi hak
berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn
berpendapat bahwa hukum subjektif timbul
apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena
hukum objektif yang beraksi, melakukan
pekerjaan, maka pada suatu pihak ia
memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia
meletakkan kewajiban.>

Menurut Bambang Poernomo, seorang
melakukan perbuatan yang bersifat melawan
hukum atau melakukan sesuatu perbuatan
yang bersifat melawan hukum atau melakukan
sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana,
belumlah  berarti bahwa dia langsung
dipidana.’®

Dia mungkin dipidana yang tergantung
kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana
seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat
yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan
yang bersifat melawan hukum sebagai sendi
perbuatan pidana dan perbuatan vyang

% bid.

*Yibid, him. 142.

>2Ibid.

53Waluyadi, llmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif
Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran,
Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007,
him. 120
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dilakukan dapat dipertanggungjawabkan
sebagai kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan
pidana harus ditentukan adanya perbuatan
pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari
alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap
tertuduh vyang dituntut”. Dari pembatasan
tersebut dapat dipahami dengan sederhana,
bahwa untuk dapat mempidana seseorang
harus berdasarkan atas dua hal, vyaitu
seseorang itu harus melakukan perbuatan yang
melawan hukum dan seseorang tersebut harus
dapat dipertanggungjawabkan menurut
hukum.>*

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat
dikenakan  sanksi  pidana  apabila
dilakukan oleh badan usaha diantaranya
tanpa izin mengalihkan kepemilikan
cagar budaya kepada pihak lain dan
dengan sengaja tidak melaporkan
temuan cagar budaya serta yang tanpa
izin pemerintah atau pemerintah daerah
melakukan pencarian cagar budaya dan
dengan sengaja merusak cagar budaya
serta mencuri cagar budaya.

2. Sanksi terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh badan usaha menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya dapat dikenakan
terhadap badan usaha berbadan hukum
dan/atau badan usaha bukan berbadan
hukum dan dikenakan kepadabadan
usaha; dan/atau orang yang memberi
perintah untuk melakukan tindak pidana.
Tindak pidana yang dilakukan oleh badan
usaha berbadan hukum dan/atau badan
usaha bukan berbadan hukum, dipidana
dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari
pidana denda Tindak pidana vyang
dilakukan orang yang memberi perintah
untuk melakukan tindak pidana, dipidana
dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari
pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 sampai dengan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya. Hal ini
menujukkan  peraturan  perundang-
undangan telah memberikan kepastian

*Ibid, him. 120-121.
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hukum mengenai penegakan sanksi
pidana.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat
dikenakan sanksi pidana oleh badan
usaha dapat dicegah melalui
pemberlakuan sanksi pidana yang sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan badan
usaha agar dapat memberikan efek jera
bagi badan usaha dan bagi pihak lain
dapat dicegah untuk tidak melakukan
perbuatan yang sama.

2. Pemberlakuan sanksi terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh badan usaha
menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 tentang Cagar
Budayasebaiknya dikenai juga tindakan
pidana tambahan berupa kewajiban
mengembalikan bahan, bentuk, tata
letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai
dengan aslinya atas tanggungan sendiri;
dan/atau perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana dan
terhadap badan usaha berbadan hukum
dan/atau badan usaha bukan berbadan
hukum dikenai juga tindakan pidana
tambahan berupa pencabutan izin usaha.
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